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ABSTRAK 

 

 Jual beli mobil dengan sistem leasing pada pelaksanaannya didahului 

dengan kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak lessor dan pihak lesse dan 

pihak ketiga sebagai pihak pengantar. Kesepakatan jual beli mobil dengan sistem 

leasing ini tertuang dalam sebuah kontrak leasing yang mencantumkan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dalam proses awal mula pembayaran angsuran 

leasing sampai dengan lunasnya angsuran leasing. Kontrak ini sangat penting 

mengingat resiko-resiko yang akan dihadapi ketika proses pembayaran angsuran 

leasing, klausul pada perjanjian jual beli mobil dengan sistem leasing harus 

mencantumkan juga hak dan kewajiban dari pihak ketiga. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam 

pelaksanaan jual beli mobil antara pihak leasing dengan konsumen dan kedala 

dalam pelaksanaan jual beli mobil antara pihak leasing dengan konsumen. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian 

terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku sedangkan jika dilihat dari 

sifatnya deskriptif. Penelitian ini menggambarkan data primer yaitu data yang 

didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan 

oleh peneliti ke lapangan dan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. 

 Hasil penelitian ini adalah hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli 

mobil dengan sistem leasing tertuang dalam peraturan perundang-undang maupun 

perjanjian jual beli mobil dengan sistem leasing. Hak dan kewajiban antara lessor 

dan lesse adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus di terima oleh 

pihak lessor dan lesse yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah. 

Kendala dalam pelaksanaan jual beli mobil dengan sistem leasing ini adalah 

terjadinya penunggukan maupun keterlambatan pembayaran angsuran leasing 

yang dilakukan oleh lesse terhadap lessor yang mengakibatkan kerugian pada 

pihak lessor. Untuk mengatasi hal ini, maka dilakukan kerja sama atau teken 

kontrak antara pihak lessor dan pihak lesse yang berisikan apabila terjadi 

penunggakan pembayaran angsuran leasing yang dilakukan pihak lesse kepada 

pihak lessor maka pihak lessor akan memberi perpanjangan waktu kepada pihak 

lesse, namun jika dalam waktu tiga bulan berturut-turut pihak lesse tidak juga 

membayar angsuran mobil yang dileasingkan tersebut, maka pihak lessor berhak 

menarik mobil yang dileasingkan dari pihak lesse baik secara suka rela maupun 

secara paksa. 

 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tanggung Jawab, Jual Beli, dan Leasing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dunia bisnis sangat diperlukan adanya hukum perjanjian. Hukum kontrak 

atau hukum perjanjian merupakan tulang punggung yang sangat fundamental. 

Sebab bagaimanapun juga bisnis itu bermula dari adanya perjanjian antara salah 

satu pelaku bisnis itu sendiri. Karena itu, dapat dipastikan bahwa para pebisnis 

tidak dapat mengabaikan aspek-aspek hukum perjanjian dan bisnisnya. Ini 

dilakukan untuk menghindari hal-hal fatal yang mungkin akan terjadi.
1
 

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat 

sah perjanjian adalah:  

a. Adanya Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat 

perjanjian; 

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity); 

c. Ada suatu hal tertentu (a cerlain subject materi); 

d. Ada suatu sebab yang halal (legalcause).
2
 

 Jual beli merupakan bidang yang vital dalam kehidupan masyarakat, 

dengan adanya jual beli berbagai kesulitan yang ditemui manusia dapat 

terselesaikan. Pentingnya jual beli dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan 

peraturan jual beli dalam hal ini adalah peraturan mengenai sistem leasing. 

                                                           
 

1
 Fuady Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Jakarta: Citra 

Aditya Bakti, 2001), h. 2 

 
2
 R. Subekti, S.H.R. Tjitrosudiro, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,  (Jakarta 

Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), h. 339 
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Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan 

suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.
3
 

Adapun peristiwa hukum jual beli meliputi 3 pokok kajian,
4
 yaitu meliputi: 

1. Serangkaian kegiatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian jual beli; 

2. Saat terjadinya perjanjian jual beli; 

3. Pembuktian dengan dokumen jual beli. 

 Peristiwa penyelenggaraan jual beli terjadi karena adanya perjanjian. 

Terjandinya perjanjian jual beli didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran 

(offer) dan penerimaan (acceptance) yang dilakukan oleh penjual dan konsumen 

secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut atas “persetujuan” bersama 

antara penjual dan konsumen. 

 Transaksi jual beli ini sudah sering kali di lakukan oleh masyarakat 

terutama jual beli mobil. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul 

kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.
5
 Seiring 

berjalannya waktu tingkat kebutuhan semakin meningkat apalagi biaya konsumtif 

sudah semakin meluas ditengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk konsumen 

membeli barang dengan sistem leasing. Sistem leasing adalah suatu pembelian 

yang dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran harga barang 

tersebut dilakukan secara berangsur-angsur dengan tahapan pembayaran yang 

                                                           
 

3
 Ibid, h. 366 

 
4
 Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003), h. 35 

 
5
 Celina Tri Sri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), cet. pertama, h. 4 
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telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan konsumen), Terjadinya transaksi 

leasing karena tidak cukupnya dana konsumen untuk membeli barang, sehingga 

menghubungi pihak leasing untuk membiayainya. 

  Kehadiran leasing di Indonesia secara formal di perkenalkan pada tahun 

1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, 

Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP 

122/MK/IV/2/1974 Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang 

Perizinan Usaha leasing.
6
 Pasal 1 ayat 1 Surat Keputusan Bersama tersebut 

memberikan pengertian tentang leasing sebagai berikut: “Setiap kegiatan 

pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk 

digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan 

pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi 

perusahaan tersebut untuk memebeli barang modal yang bersangkutan atau 

memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati 

bersama”. 

 Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK. 01/1991 tertanggal 21 

November 1991 tentang kegiatan leasing. yang berbunyi:
7
“ Leasing adalah 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing 

hak opsi (finance lease) maupun leasing tanpa hak opsi (operation lease) untuk 

digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan 

pembayaran secara berkala”. Yang dimaksud finance lease adalah kegiatan 

                                                           
 

6
 SK Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor KEP 122/MK/IV/2/1974 Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang 

Perizinan Usaha leasing. Lembaran Negara RI Tahun 1974. 

 
7
 Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK. 01/1991 tertanggal 21 November 1991 

tentang kegiatan leasing. 
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leasing di mana penyewa guna usaha pada akhir kontrak mempunyai hak opsi 

untuk membeli objek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan 

yang dimaksud dengan operation lease adalah kegiatan leasing dengan penyewa 

guna usaha pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek 

leasing.  

 Unsur-unsur perjanjian leasing:
8
 

1. Pembiayaan perusahaan; 

2. Penyediaan barang-barang modal; 

3. Jangka waktu tertentu; 

4. Pembayaran secara berkala; 

5. Adanya hak pilih (opsi); 

6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama.  

 Adira Finance merupakan kegiatan pembiayaan seperti kendaraan 

bermotor baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance 

mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank 

Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Tahun 2009, Bank 

Danamon kembali mengakuisisi 20% saham Adira Finance sehingga total saham 

yang dimiliki menjadi 95%. Adira Financial ini terletak di jl. Perda, Kota Kisaran, 

Kabupaten Asahan, Sumatra Utara 21216. Adira Financial bekerja sama dengan 

dealer sartika. 

                                                           
 

8
 Http:// www.academia.edu/7312815/LEASING diakses, tanggal, 11 juni 2017, Pada 

pukul 02:16 WIB. 

http://www.academia.edu/7312815/LEASING
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 Dealer Sartika adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli 

mobil yang mana di dealer ini menyediakan berbagai merek mobil seken yang 

terletak di jl. Perda, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara 21216.  

 Masyarakat Kota Kisaran ini merupakan masyarakat konsumen mobil 

yang potensial, di Kota Kisaran terdapat beberapa dealer penyedia mobil baru dan 

seken. Keberadaan Adira Finance di Kota Kisaran ini sesungguhnya merupakan 

bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kisaran tersebut. 

Maka di perlukan prosedur yang benar, dan informasi yang jelas dan jujur dalam 

jasa peminjaman dana di Adira Finance ini agar konsumen sebagai pengguna jasa 

mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian untuk merebut hati konsumen, 

pelaku usaha berusaha menawarkan produk atau jasa yang menarik, baik dari segi 

harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut di lakukan untuk 

memenangkan keuntungan pasar di peroleh melalui inovasi dan penerapan 

teknologi jika tidak pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari area pasar.
9
  

 Jual beli dalam sistem leasing ini sudah banyak di pergunakan oleh 

masyarakat termasuk masyarakat Kota Kisaran. Mereka menggunakan sistem 

leasing ini guna untuk membatu pelunasan pembayaran dalam pembelian mobil 

dengan memakai jaminan, yakni konsumen harus menyerahkan kepada pihak 

leasing berupa BPKB mobil, fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP suami dan 

istri, serta adanya pensurvean dari pihak leasing kerumah konsumen, syarat 

                                                           
 

9
 Johny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya 

di Indonesia, (Jawa Timur, Bayumedia, 2004), Cet. ke-3, h. 2 
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tambahan untuk lolos nya leasing ini juga di tentukan berdasarkan slip gaji dari 

konsumen yang akan meleasingkan mobilnya tersebut.
10

 

 Selama proses leasing berlangsung, para pihak tidak boleh melakukan 

penunggakan pembayaran angsuran leasing, penunggakan itu sendiri berarti tidak 

melakukan prestasi sebagaimana telah diatur didalam perjanjian leasing tersebut. 

penunggakan ini sendiri dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, tanpa 

kesalahan atau tidak dilaksanakannya perjanjian karena adanya alasan-alasan yang 

memaksa (forcemajour).
11

 

 Perjanjian yang terjadi antara pihak leasing dengan konsumen terjadi 

secara tertulis dan dijelaskan di dalamnya kewajiban dan hak kedua belah pihak 

secara detail mengenai masalah tanggung jawab proses pembayaran angsuran 

leasing mobil dari awal pembayaran sampai akhir pembayaran (lunas). Sebagai 

perusahaan yang menjaga kepercayaan konsumen, perjanjian dilakukan dengan 

cara (consensus) kesepakatan kedua belah pihak. Dealer Sartika adalah tempat 

penulis melakukan penelitian karna di dealer Sartika ini telah bekerja sama 

dengan perusahaan leasing. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis pada 

perusahaan leasing mengenai pembayaran angsuran leasing pada tahun 2019 ini 

didapati bahwa ada konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran 

angsuran leasing tersebut. 

 Atas kelalaian yang telah dilakukan oleh konsumen dalam melakukan 

pembayaran angsuran pada pihak leasing, maka konsumen melanggar pasal 1338 

                                                           
 

10
 Suriono, Pimpinan Dealer Sartika, Wawancara tanggal 02 Oktober 2019, jam 14.00 

WIB. 

 
11

 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: PT. Sinar 

Grafika, 2003), h. 100 
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Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Dalam pasal ini mengandung makna bahwa masing-masing pihak yang terkait 

dalam sebuah perjanjian tersebut wajib melakukan prestasinya sebagaimana telah 

tercantum dalaam perjanjian tersebut, terkait dengan perjanjian transaksi leasing 

mobil ini yang mana kewajiban para pihak telah tercantum didalam sebuah 

Cognosement dan harus dipenuhi. 

 Schetelma mengatakan Cognosement merupakan salah satu bentuk surat 

berharga karena isi perikatan dasarnya berupa penyerahan barang tersebut didalam 

surat itu (Zakenrechtlitjke papieren) akibat hukum dari penyerahan surat itu 

kepada pihak lain ialah mengacu pada penyerahan barang-barang yang tersebut 

didalamnya. 

 Menurut pihak leasing bahwa penunggakan yang telah dilakukan oleh 

konsumen adalah terjadinya penunggakan pembayaran angsuran leasing selama 

jangka waktu pelunasan yang telah tentukan. Berdasarkan perjanjian yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak bila terjadi penunggakan maka pihak konsumen 

akan membayar kerugian sesuai dengan hasil musyawarah bersama. Tetapi bila 

konsumen tidak melakukan penunggakan kepada pihak leasing maka konsumen 

tidak bertanggung jawab untuk membayar kerugian 

 Pihak leasing menuntut tanggung jawaban atas kelalaian konsumen selama 

proses pemebayaran angsuran leasing mobil tersebut. Dalam hal ini seharusnya 

pihak konsumen melakukan pembayaran tepat waktu sesuatu dengan yang sudah 

diperjanjikan. Perlunya ditingkatkan kesadaran tanggung jawab konsumen dalam 
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menyelesaikan masalah yang timbul. Peningkatan tanggung jawab konsumen 

bertujuan untuk mengakhiri konflik yang dirasakan antara manfaat social dan 

keuntungan perusahaan. 

 Berdasarkan uraian diatas karena tidak sesuainya antara perjanjian yang 

telah disepakati dengan kejadian dilapangan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan suatu rangkaian penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tanggung 

Jawab Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli Mobil Dengan Sistem Leasing 

(Studi Kasus Adira Leasing, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara)” 

 

B. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan penelitin ini lebih terarah, tersusun dengan sistematis, 

dan terfokus, maka penulis memberikan batasan ruang lingkung yaitu Pelaksanaan 

tanggung jawab jual beli mobil dengan sistem leasing pada dealer sartika. Mulai 

dari awal terjadinya perjanjian jual beli mobil, proses leasing sampai terjadinya 

penunggakan yang dilakukan oleh konsumen. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana hak dan kewajiban dalam pelaksanaan jual beli mobil antara 

pihak leasing dengan konsumen? 

2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan jual beli mobil antara 

pihak leasing dengan konsumen? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam pelaksanaa jual beli 

mobil antara pihak konsumen dan pihak leasing. 

b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli 

mobil melalui sistem leasing antara pihak leasing dengan konsumen. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil dari penelitian ini guna untuk memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi penulis; 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum pada umumnya dan 

Hukum Bisnis pada khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab 

jual beli mobil dengan sistem leasing dilihat dari segi Teoritis; 

c. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumber informasi bagi 

peneliti berikutnya dalam permasalahan yang sama, agar menjadi 

solusi dari pihak leasing untuk konsumen yang melakukan 

penunggakan pembayaran angsuran dilihat dari segi praktis. 

E. Metode Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka metode penelitian ini dilaksanakan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

 



10 
 

 
 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis 

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis 

yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.
12

 Dalam 

hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kontrak jual 

beli mobil pada dealer Sartika di Kota Kisaran dengan pihak konsumen. 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian 

yang dimaksud untuk memberikan data detail mungkin tentang objek yang 

akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian 

dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci 

mengenai pelaksanaan kontrak jual beli melalui sistem leasing ini.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Dealer Sartika jl. Perda, Kota Kisaran, 

Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Kode Pos 21216, No. Telpon: 

(0766) 531767. 

3. Populasi dan Sampe 

a. Populasi 

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.
13

 

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi 

biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk 

meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk 
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 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 11 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 28 
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diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek 

penelitian secara tepat dan benar.
14

 Adapun yang dijadikan populasi 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Pimpinan Dealer Sartika; 

2. Konsumen yang Wanprestasi; 

3. Pimpinan Leasing; 

b. Sampel 

Untuk mempermuda dalam penulisan dalam melakukan 

penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel 

merupakan bagian dari keseluruhan populasi.
15

 Metode Total 

sampling merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan 

terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Untuk lebih 

jelasnya mengenai populasi dan ample dapat dilihat dari tabel dibawah 

ini. 

Tabel 1.1 

Populasi dan sampel 

 

No. Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase 

1. Pimpinan Dealer Sartika 1 1 100% 

2. 
Konsumen yang 

melakukan penunggaka 
15 15 100% 

3. Pimpinan Leasing 1 1 100% 

 Jumlah 17 17 100% 

    Sumber: Data Penelitian Tahun 2019 
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4. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data yang didapat langsung dari sumber pertama dan 

observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan
16

 serta 

melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat didalam 

pelaksana kontrak leasing oleh pihak leasing di dealer sartika. Data 

lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian 

hukum empiris. Baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, 

maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau 

catatan arsip.
17

 Data primer merupakan data yang diperoleh penulis 

langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian lapangan 

mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang 

diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh 

dengan studi dokumentasi dan penelusuran literature yang berkaitan 

dengan penelitian. 
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1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif).
18

 Bahan hukum primer disini berupa 

keterangan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang 

syarat-syarat sah perjanjian, terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdata 

tentang pengertian jual beli, Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No. 1169/KMK. 01/1991 tertanggal 21 November 1991 tentang 

kegiatan leasing, serta pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang 

kebebasan berkontrak. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang 

bersal dari literature, skripsi, jurnal dan hasil penulisan para ahli 

sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus hukum (Bahasa 

Indonesia maupun bahasa inggris), ensiklopedia, dan web. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang akan dianalisis dalam kajian ini berupa: 

a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. 
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b. Wawancara yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan 

langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil 

penelitian
19

. Yaitu pihak dealer Mobil sartika, pihak leasing, dan 

pihak konsumen. Wawancara dapat dilakukan dengan pertanyaan 

terstruktur dan mendalam, serta diskusi kelompok terarah (focus 

group discussion). 

c. Studi Pustaka
20

 yaitu merupakan alat pengumpulan data yng 

dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content 

analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki 

korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.  

6. Analisis Data 

 Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu 

data tidak dianalisis dengan menggunakan menggunakan statistik atau 

matematika ataupun sejenisnya, namun cukup menguraikan secara 

deskriptif dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode 

induktif yaitu menganalisis permasalahan yang bersifat khusus kemudian 

ditarik kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Dealer Sartika  

 Dealer Sartika awal kali dirintis pada tahun 2017 dengan menjalankan 

usaha bisnis jual beli mobil didirikan oleh bapak Suriono bergabung dengan 

perusahaan leasing sebagai mitra kerja bisnis. Dealer Sartika bertempat di jl. 

Perda, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Kode Pos 

21216.
21

 

 Dealer Sartika dibangun dengan visi memberikan yang terbaik dalam 

pelayanan pengurusan jual beri mobil yang berlandaskan pada kepercayaan, 

kelayakan, dan kehandalan. Tujuan kami adalah untuk menyedediakan barang-

brang yang berkualitas serta menyediakan pelayanan pengurusan transaksi jual 

beli mobil, baik itu dari sistem tunai (cash) maupun secara kredit yang dilakukan 

secara proposional, untuk mencapai kepuasan pelanggan dan menjadi perusahaan 

yang bertanggung jawab sosial dan ramah lingkungan.
22

 

 Dealer Sartika yang secara strategis terletak di Kota Kisaran, Kabupaten 

Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Wilayah Indonesia dengan pertumbuhan 

ekonomi menengah ke atas, yang dekat dengan jalan lintas Sumatera sehingga 

dapat menjalankan bisnis secara efisien dan efektif. Berdasarkan letak strategis 

dealer sartika, kami percaya ada kesempatan yang cukup untuk dealer Sartika 
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memiliki bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan selama bertahun-tahun 

yang akan datang.
23

 

B. Visi dan Misi Dealer Sartika:
24

 

a. Filosofi Kami 

Kepercayaan dan Reabilitas 

Filosofi perusahaan kami adalah “ Kepercayaan dan Reabilitas”. Kata-kata 

penting tersebut adalah pedoman kami dalam menjalankan bisnis kami. 

b. Aspirasi Kami 

Profesional dan Melebihi Ekspektasi 

Aspirasi kami adalah untuk menjadi professional dalam pekerjaan kami 

dan tidak hanya untuk memenuhi kepuasan pelanggan tetapi untuk 

melebihi itu. 

c. Komitmen Kami 

1. Integritas  

Kami berkomitmen tinggi dalam menjalankan bisnis dengan 

integritas. 

2. Kualitas 

Kami sangat berkomitmen dalam menyediakan kualitas tertinggi 

untuk layanan kami. 

3. Ketekunan 

Kami berkomitmen tinggi dalam melakukan pekerjaan kami 

dengan ketekunan. 
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4. Bertanggung Jawab 

Kami berkomitmen tinggi dalam bekerja dengan ketulusan sebagai 

individu yang bertanggung jawab. 

C. Struktur Organisasi Dealer Sartika 

 Salah satu faktor yang sangat penting dalam perusahaan adalah 

menentukan struktur organisasi, hal ini tidak tergantung pada perusahaan besar 

maupun kecil degan menentukan struktur organisasi yang tepat dalam arti sesuai 

dengan perusahaan serta aktivitas usahanya, dapat menumbuhkan semangat kerja 

yang tinggi. 

 Struktur organisasi secara umum diartikan suatu kegiatan untuk menyusun 

pembagian kerja dari pelaksanaan kerja supaya dapat dilakukan dengan mudah 

sesuai dengan tujuan. Didalam struktur organisasi ini menunjukan suatu garis 

perintah dan hubungan antara bagian sehingga dapat dilihat bagian itu mempunyai 

tugas masing-masing.
25

 

 Dalam suatu organisasi, pastinya terdapat orang-orang yang bekerja sama 

untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

suatu perusahaan di dalam menjalankan aktivitas usahanya agar dapat berjalan 

secara efektifitas dan efisien diperlukan suatu struktur organisasi. 

 Struktur organisasi selengkapnya pada Dealer Sartika dapat di lihat pada 

tabel dibawah ini. 
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Tabel 2.1 

Struktur Organisasi Dealer Sartika 

  

PIMPINAN DEALER 

Suriono 

DEVISI PERUSAHAAN ADMINISTRASI 

SALESMAN SALES 

COUNTER 

ACCOUNTING 

Sutrisno Rudianto 

Firiana 

Ira Rahmadani 

KASIR 

Alya Utari 

EKSPEDISI 

Rian Syahputra 

SALES 

ADMIN 

Irma Yanti 

OFFICE BOY 

Wahyudi Arifin 

Arya Fauzi 

SATPAM 

Sugiono 

DRIVER 

Dwi winarto 

PROMOSI 

Syamsul Arif 

Giantoro 

Nanang  

Simin 
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D. Job Description Dealer Sartika 

 Di dalam sebuah organisasi pembagian kerja adalah keharusan mutlak, 

tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar pembagian 

kerja pada akhirnya akan menghasilkan Job description dari masing-masing 

pekerjaan. Dalam pembagian kerja ditetapkan sekaligus struktur organisasi, tugas 

dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi, serta wewenang masing-masing 

organisasi. 

 Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing unit yang tedapat dalam 

struktur organisasi Dealer Sartika adalah sebagai berikut:
26

 

a. Koordinator Marketing 

1. Mengkoordinir sales-sales membuat kerjasama yang solid dan iklim 

kerja yang kondusif. 

2. Mengkover area pembagian wilayah untuk para sales. 

3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjualan. 

b. Salesman  

1. Mencari pasar sasaran untuk memasarkan mobil yang ditawarkan oleh 

dealer. 

2. Melayani konsumen atau calon konsumen dengan sebaik-baiknya agar 

reputasi baik atau terjaga. 

3. Berusaha terus untuk meningkatkan penjualan agar target dealer dapat 

tercapai. 

4. Menjaga hubungan baik dengan konsumen atau calon konsumen. 

                                                           
 

26
 Ibid. 



20 
 

 
 

5. Memberikan informasi kondisi pasar dan aktifitas kompotitor kepada 

Koordinator Sales. 

6. Membuat laporan kunjungan dan mempertanggung jawabkannya 

kepada marketing supervisor. 

c. Sales counter 

1. Melayani calon consumen yang datang langsung ke dealer atau melalui 

telepon sebaik-baiknya. 

2. Menjelaskan produk-produk dan menginformasikan harga tunai/kredit 

secara transparan kepada konsumen. 

3. Membantu mengisi data konsumen dan melengkapi data yang 

diperlukan dalam proses penjualan. 

4. Mengantar konsumen memilih mobil. Mencatat data konsumen dan 

mem-follow up potensial konsumen yang tercatat dalam buku tamu. 

5. Menangani keluhan konsumen sesuai dengan standard dan apabila 

keluhan tidak dapat diselesaikan sendiri diteruskan kepada koordinator 

Sales atau Koordinator Adm & Keuangan/Kepala dealer. 

6. Membuat laporan penjualan counter setiap akhir bulan dan 

mempertanggung jawabkannya ke marketing supervisor. 

d. Bagian Pengiriman (driver)
27

 

1. Mengirim mobil konsumen atau instansi dengan membawa kembali 

surat jalan yang telah ditandai atau di cap oleh konsumen atau instansi 

yang menerimanya untuk diberikan kepada administrasi supervisor. 
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2. Mengantar staf yang memerlukan untuk kepentingan perusahaan dan 

menjaga kendaraan dan kelengkapan dengan sebaik-baiknya. 

e. Kasir 

1. Pemegang kas kecil untuk keperluan sehari-hari dan menyediakan 

pengeluaran atau pembayaran telepon, listrik, biaya pengurusan pajak 

kendaraan bermotor. 

2. Bertanggung jawab kepada administrasi supervisor. 

f. Accounting
28

 

1. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan.  

2. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan.  

3. Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan. 

4. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara 

periodik (bulanan atau tahunan) 

5. Menyusun dan membuat anggaran pendapatan perusahaan secara 

periodik (bulanan atau tahunan) 

6. Melakukan pembayaran gaji karyawan 

7. Menyusun dan mebuat suat-surat yang berhubungan dengan perbankan 

dan kemampuan keuangan perusahaan. 

8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan keuangan. 

g. Bagian Gudang 

1. Melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran barang di 

gudang. 
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2. Membuat laporan atas barang yang masuk dan keluar kepada 

administrasi supervisor. 

3. Menjaga keamanan barang yang ada di gudang.  

4. Bertanggung jawab kepada administrasi supervisor. 

E. Sistem dan Prosedur Penjualan  

a. Penjualan Tunai 

1. Diskripsi Kegiatan
29

 

Sistem penjualan tunai yang dilakukan dengan cash (uang tunai), 

customer melakukan pembayaran dengan cara membayarkan 

secara cash produk yang dibelinya. 

2. Fungsi yang terkait
30

 

Salesman, sales counter, kasir, accounting, administrasi bagian 

klaim (gudang), coordinator marketing, bagian pengiriman 

(driver). 

3. Formulir yang digunakan
31

 

a. Kritir 

Kritir merupakan daftar data konsumen yang diisi oleh pihak 

salesman atau salescounter. Biasanya data ini diperoleh 

berdasarkan kartu identitas konsumen. 

b. Kwitansi pembayaran atau bukti kas masuk 
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Kwitansi pembayaran ini dibuat oleh kasih digunakan untuk 

mencatat pembayaran yang dilakukan konsumen ke kasir. Baik 

pembayaran uang muka atau pembayaran pelunasan. 

c. Purchasing order 

Purchasing order merupakan daftar pesanan yang dbuat 

salesman atau sales counter kebagian persediaan barang dan 

gudang. 

d. Tanda terima pengiriman unit mobil 

Tanda terima ini dibuat oleh bagian pengiriman sebelum unit 

mobil dikirim. Tanda terima yang telah ditandatangan 

konsumen membuktikan bahwa unit mobil telah dikirim 

sampai ketangan konsumen. 

4. Catatan akutansi yang digunakan
32

 

a. Jurnal penerima kas 

Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat kas 

masuk baik pembayaran uang muka maupun pembayaran 

pelunasan. 

b. Kartu gudang 

Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk 

mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan 

digudang. 
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b. Penjualan Kredit. 

1. Diskripsi Kegiatan
33

 

Penjualan yang dilakukan dengan kredit (mengangsur) bekerjasama 

dengan pihak leasing sebagai lembaga yang akan membiayai kredit 

tersebut. 

2. Fungsi yang terkait
34

 

a. Pihak internal yaitu Salesman, sales counter, kasir, accounting, 

administrasi bagian klaim (gudang), coordinator marketing, bagian 

pengiriman (driver) 

b. Pihak eksternal yaitu leasing 

3. Formulir yang digunakan 
35

 

a. Kitir  

Kitir merupakan daftar data konsumen yang diisi oleh pihak 

salesman atau sales counter. Biasanya data ini diperoleh 

berdasarkan kartu identitas konsumen. 

b. Purchasing order 

Purching order merupakan daftar pesanan yang dibuat salesman 

atau sales counter ke bagian persediaan yang kemudian digunakan 

untuk pengecekan persediaan barang di gudang. 

c. Kwitansi pembayaran atau bukti kas masuk 
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Kwitansi pembayaran ini dibuat oleh kasir digunakan untuk 

mencatat pembayaran yang dilakukan konsumen ke kasir. Baik 

pembayaran uang muka atau pembayaran pelunasan. 

d. Kwitansi tagihan leasing 

Kwitansi ini dibuat oleh kasir digunakan sebgai bukti pencairan 

pembiayaan kredit  dari pihak leasing. 

e. Tanda terima pengiriman unit mobil 

Tanda terima ini dibuat oleh bagian pengiriman sebelum unit 

mobil dikirim. Tanda terima yang telah ditanda tangani konsumen 

membuktikan bahwa unit mobil telah dikirim sampai ke tangan 

konsumen.
36
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Pengertian perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, 

karena perikatan dapat timbul karena adanya Undang-Undang perikatan. 

Mengenai pengertian perjanjian didalam Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai 

berikut: “Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
37

 

Istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa 

pendapat para sarjana hukum. Adapun pendapat para sarjana hukum 

tersebut adalah: 

a. R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu 

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan 

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang 

lain, dan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang 

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 

tersebut, kemudian menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa 
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dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang 

itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
38

 

b. Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikaan 

adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antar orang yang satu 

dengan orang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih 

lanjut beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang 

hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang 

hukum pribadi. Perikatan yang meliputu beberapa bidang hukum ini 

disebut perikatan dalam arti luas.
39

 

c. Mariam Darus Badrulzaman memberikan pengertian perjanjian 

merupakan persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan 

kepada pihak yang lain satu jumlah tertentu barang-barang yang 

habiskarna pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang 

sama pula.
40

 

d. R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum.
41

 

Berdasarkan pendapat para sarjana hukum di atas maka perjanjian, 

harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat 

untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Para sarjana hukum 
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perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat 

disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 

KUHPerdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak 

mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut antara 

lain:
42

  

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja 

 Disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata 

“mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari 

satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari 

perjanjian itu mengikat diri dari kedua belah pihak, sehingga Nampak 

kekurangannya dimana setidak-tidaknya perlu adanya rumusan “saling 

mengikatkan diri”. Jadi jelas Nampak adanya consensus/kesepakatan 

antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. 

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus atau kesepakatan 

 Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan:
43

 

1. Melaksanakan tugas tanpa kuasa 

2. Wanprestasi  

  Dari kedua hal tersebut di atas merupakan tindakan/ perbuatan 

yang tidak mengandung adanya consensus. Juga perbuatan itu sendiri 

pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada 

dalam rumusan tersebut adalah hukum. 
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3. Pengertian perjanjian terlalu luas 

 Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian 

perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, janji kawin. 

Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum 

keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedangkan yang 

dimaksudkan perjanjian dalam Pasal 1313 KHUPerdata adalah 

hubungan antara debitur dan kreditur. Dimana hubungan antara debitur 

dan kreditur terletak dalam lapangan harta kekayaan saja selebihnya 

tidak. Jadi yang dimaksud perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian 

personal.
44

 

4. Tanpa menyebut tujuan  

 Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan apa tujuan untuk 

mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikat dirinya itu 

tidaklah jelas maksudnya untuk apa. 

Sedangkan menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal 

1313 KUHPerdata selain tidak lengkap juga tidak luas. Perumusan tersebut 

dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” 

maka didalamnya tercakup pula perwakilan sukarela (zaakwaarneming) dan 

wanprestasi (wanprestatie). Sehubungan dengan hal itu, maka beliau 

mengusulkan untuk diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut 

yaitu menjadi:
45
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1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan 

subjek hukum yang diajukan untuk menimbulkan akibat hukum yang 

sengaja dikehendaki oleh subjek hukum. 

2. Menambahkan perkataan “atau lebih sering mengikatkan dirinya” dalam 

Pasal 1313 KUHPerdata. 

Atas dasar alasan-alasan tersebut yangdikemukakan diatas, maka 

perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. 

Sehingga dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu adalah 

“Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

suatu perjanjian itu terkandung adanya beberapa unsur, yaitu:
46

 

1. Essentialia 

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian sah (merupakan syarat 

sahnya perjanjian). 

2. Naturalia 

Yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian 

secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian 

karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. 

3. Accidentalia 

Yaitu unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam 

perjanjian. 
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1. Subjek dan Objek Perjanjian 

 Menurut R. Subekti, yang termasuk dalam subjek perjanjian antara 

lain:
47

 

a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan 

perbuatan hukum tersebut, siapapun yang menjadi para pihak dalam 

suatu perjanjian harus memenuhi syarat bahwa mereka adalah cakap 

untuk melakukan perbuatan hukum. 

b. Ada kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas 

dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, 

kekhilafan, atau penipuan), dengan adanya kesepakatan diantara kedua 

belah pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian itun mengikat 

mereka yang membuatnya. 

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif akibat hukumnya 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan (veerneetigbaar), artinya perjanjian 

tersebut batal jikan ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan untuk 

objek perjanjian, dinyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai 

objek tertentu, sekurang-kurangnya objek tersebut dapat ditentukan. Bahwa 

objek tersebut dapat berupa benda yang sekarng ada dan benda yang nanti 

akan ada. 

Sehingga dapat disimpulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

menjadi objek perjanjian, antara lain:
48
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1. Barang-barang yang dapat diperdagangkan  (pasal 1332 KUHPerdata). 

2. Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 

KUHPerdata) tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tentu, asal 

saja jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. 

3. Barang-barang yang akan ada kemudian hari (Pasal 1334 ayat 2 

KUHPerdata). 

Sedangkan barang-barang yang tidak boleh menjadi objek perjanjian 

adalah:
49

 

1. Barang-barang diluar perdagangan, misalnya senjata resmi yang 

dipakai negara. 

2. Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang. 

misalnya: narkotika. 

3. Warisan yang belum terbuka 

Menurut Subekti, mengenai objek perjanjian ditentukan bahwa:
50

 

a. Apa yang dijanjikan masing-masing pihak harus cukup jelas untuk 

menetapkan kewajiban masing-masing. 

b. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. 

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, akibat hukumnya 

adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (Nietigbaar). Artinya dari 

semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu 

perikatan.. 
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3.  Syarat Sahnya Perjanjian 

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang telah memenuhi syarat 

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga ia diakui hukum 

(legally concluded contract). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, 

Syarat-syarat sah perjanjian adalah:
51

 

a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat 

perjanjian (consensus) Persetujuan kehendak adalah kesepakatan 

antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Akibat 

hukum tidak ada persetujuan kehendak ialah perjanjian itu dapat 

diminatkan pembatalannya kepada hakim. 

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity), 

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata dinyatakan bahwa tidak 

cakap membuat perjanjian adalah oranng dewasa, orang yang ditaruh 

dibawah pengampunan, dan wanita bersuami. Akibat hukum ketidak 

cakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat itu 

dapat diminatkan pembatalannya kepada hakim. 

c. Ada suatu hal tertentu (a cerlain subject materi), sesuatu hal tertentu 

merupakan pokok hal perjanjian, merupakan prestasi yang perlu 

dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi 

itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Akibat 

tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum. 
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d. Ada suatu sebab yang halal (legalcause), Menurut Undang-Undang, 

causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, 

tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 

1337 KUHPerdata). Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang 

tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. 

4. Jenis-jenis Perjanjian 

 Perjanjian dapat dibedakan atas berbagai cara, pembedaan tersebut 

antara lain:
52

 

a. Perjanjian timbal balik 

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan 

kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya 

perjanjian jual beli. 

b. Perjanjian Cuma-Cuma atau perjanjian atas beban  

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan 

keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian 

atas beban adalah perjanjian dimana terhadap para prestasi dari pihak 

yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara 

kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum. 

c. Perjanjian bernama (benoemd) dan perjanjian tidak bernama 

(onbenoemd) 

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. 

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak 
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diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdata dan KUHD tetap 

hidup dan berkembang didalam kehidupan masyarakat. Jumlah 

perjanjian tidak bernama ini tidak terbatas, dan lahirnya perjanjian 

ini di dalam kehidupan masyarakat adalah berdasarkan akan 

kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku 

di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian tak 

bernama adalah perjanjian sewa-beli.
53

 

d. Perjanjian kebendaan (zakelijk) dan perjanjian obligatoir 

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana hak milik dari 

seseorang atas sesuatu, beralih kepada pihak lain. Sedangkan 

perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana para pihak terikat 

untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang 

menimbulkan perikatan). Menurut sistem hukum KUPerdata 

perjanjian jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari 

penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas benda yang 

di perjual belikan masih diperlukan penyerahan. Perjanjian jual beli 

tersebut dinamakan perjanjian obligatoir, dan penyerahannya sendiri 

merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian benda-benda 

tidak bergerak, maka perjanjian jual beli tersebut disebut disebut 

perjanjian jual beli sementara. 
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e. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil 

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dimana diantara kedua belah 

pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan 

perikatan. Menurut pasal 1338 KUHPerdata perjanjian ini telah 

mempunyai kekuatan mengikat. Perjanjian riil adalah perjanjian-

perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, 

misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdata), 

pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdata).
54

 

5. Asas-asas Perjanjian 

 Asas-asas hukum bukanlah suatu yang konkret, melainkan 

merupakan pikiran dasar yang besifat umum atau yang merupakan latar 

belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu asas hukum 

bersifat umum dan abstrak. Fungsi asas hukum adalah sebagai 

pendukung bangunan hukum, menciptakan kepastian hukum didalam 

keseluruhan tertib hukum. 

  Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah:
55

 

“Pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang 

dari peraturan konkret yang terdapat didalam dan di belakang 

setiap sistem hukum yang terjelma dalam perundang-undangan dan 

putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat pula asaa 

hukum diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum yang 

terdapat pada peraturan konkret”. 

 

 Hukum perjanjian mengenai beberapa asas hukum yang berkaitan 

dengan lahirnya suatu perjanjian, isi perjanjian, pelaksanaan dan akibat 
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perjanjian, yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai 

tujuan dari perjanjian. 

  Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah:
56

 

a. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak) 

 Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata 

konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Hal ini 

berarti bahwa pada asasnya suatu perjanjian timbul sejak saat 

tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas 

antara para pihak yang melakukan perjanjian. 

 Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasal 1320 

KUHPerdata yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan 

diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada dasarnya 

perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan 

sejak detik tercapainya kesepakatan”, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka 

yang membuatnya”. Asas konsensualisme mempunyai arti yang 

terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup 

dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian 

tersebut, dan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat atau detik 

tercapainya consensus.
57
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b. Asas kebebasan berkontrak (contract vrijheid) 

 Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: 

 Dari perkataan „semua‟ dapat ditafsirkan, bahwa masyarakat 

diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian 

yang berisi apa saja asal melanggar ketertiban umum dan kekusilaan, 

dan perjanjian itu mengikat para pihak yang membuat seperti 

mengikatnya suatu Undang-Undang, seperti halnya yang telah 

ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Adapun kebebasan untuk 

membuat perjanjian itu terdiri dari dari beberapa hal, yaitu:
58

 

a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian 

b. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja 

c. Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya 

d. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, dan  

e. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu 

akan tunduk. 

c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (pacta sunt servanda) 

 Asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda berarti bahwa 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi 

para pihak yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat dari 

adanya suatu perjanjian.
59
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 Asas ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) 

KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku secara Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya”. 

 

 Ketentuan tersebut berarti bahwa perjanjian yang dibuat dengan 

cara yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya, yang berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti 

Undang-Undang juga mengikat orang terhadap siapa Undang-Undang 

itu berlaku. Tujuannya tertentu saja “demi kepastian hukum”. 

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menentukan: 

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak atau alasan-alasan yang oleh Undang-

Undang dinyatakan cukup untuk itu”. 

 

 Dari ketentuan tersebut terkandung maksud bahwa perjanjian tidak 

dapat ditarik kembali selain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. 

Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya asalkan 

kedudukan para pihak seimbang, jika kedudukan itu tidak seimbang, 

Undang-Undang memberi perlindungan dalam bentuk perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan, baik atas perintah pihak yang dirugikan 

maupun oleh hakim karna jabatannya. Kecuali apabila dapat dibuktikan 

bahwa pihak yang dirugikan itu sepenuhnya menyadari akibat-akibat 

yang timbul. 

d. Asas itikad baik (tegoeder trow) 

 Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, seperti 

yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Jadi dalam 
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perikatan yang dilahirkan dalam perjanjian, maka para pihak bukan 

hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata ketentuan-

ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga 

oleh itikad baik. 

 Pengertian „iktikad baik” mempunyai dua arti:
60

 

a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan 

dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 

Konsekuensinya adalah hakim boleh melakukan intervensi terhadap 

isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 

b. Arti subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam 

sikap batin seseorang. 

Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang pelaksanaan 

perjanjian dengan iktikad baik, hakim diberi wewenang oleh Undang-

Undang untuk mengawasi dan menilai atau mencampuri pelaksanaan 

perjanjian, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan 

dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan 

dan kesusilaan itulah yang dipandang adil dan hal ini tidak dapat 

dikesampingkan oleh para pihak.
61

 

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud 

melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik adalah bagi para pihak 

dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala 

sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma 
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kepatutan dan kesusilaan sehingga akan menimbulkan keadilan bagi 

kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. 

Akibat dari pelanggaran terhadap asas iktikad baik adalah 

perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Meskipun demikian dalam 

pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik ini perlu juga 

memperhatikan kebiasaan di  suatu tempat sebagaimana ditentukan 

oeh Pasal 1339 KUHPerdata:
62

 

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 

dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala 

sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, 

kebiasaan atau Undang-Undang”. 

 

e. Asas keperibadian (personality) 

 Asas keperibadian merupakan asas yang menentukan bahwa 

seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk 

kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 

Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: “Pada 

umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian 

selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sdah jelas bahwa untuk 

mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan 

dirinya sendiri. 

 Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku 

antara pihak yang membuatnya”. Hal ini mengandung maksud bahwa 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang 

membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya 
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sebagaimana di intridusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang 

menyatakan:
63

 “ Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan 

pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau 

suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam 

itu.” 

6. Akibat Hukum Suatu Perjanjian dan Berakhirnya Suatu Perjanjian 

 Menurut pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 

Undang-Undang di nyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus 

dilakukan dengan iktikad baik oleh para pihak.
64

 

 Istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukan 

bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata hanya perjanjian 

bernama, tetapi juga tidak meliputi perjanjian tidak bernama. Dengan 

istilah “secara sah” pembantu undang-undang untuk menunjukan bahwa 

pembuatan perjanjian harus menurut hukum.
65

 

 Secara sah artinya adalah bahwa pembuatan perjanjian harus 

memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 

1320 KUHPerdata. Perjanjian yang sah menimbulkan suatu akibat yakni 

perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali 

dengan sepakat antara kedua belah pihak. 
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 Menurut Pasal 1381 KUHPerdata terdapat 10 (sepuluh) cara 

berakhirnya perjanjian, yakni:
66

 

1. Pembayaran 

Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, 

misalnya pembayaran uang oleh pembeli, pemenuhan perjanjian kerja 

oleh buruh. Yang dimaksud pembayaran oleh hukum perikatan bukan 

sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu 

pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan 

prestasi, bagaimana pun sifat dari prestasi tersebut. Penyerahan 

barang oleh penjual, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu 

merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah 

pembayaran.
67

 

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan. 

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan diatur 

di dalam Pasal 1404 KUHPerdata. Penawaran pembayaran tunai 

terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia 

menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Untuk membebaskan 

diri dari perikatan tersebut, maka kreditur dapat melakukan 

penawaran pembayaran tunai. Prosedur penawaran tersebut diatur 

pada Pasal 1405 KUHPerdata. Penawaran pembayaran tunai tersebut 
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diikuti dengan penitipan dari benda atau uang yang akan diserahkan 

di Pengadilan Negeri.
68

 

3. Pembaharuan Utang (Novasi) 

Menurut Pasal 1413 KUHPerdata ada 3 (tiga) macam jalan untuk 

melaksanakan pembaharuan utang (novasi), yaitu:
69

 

a. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang 

baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang 

menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya. 

b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan 

orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari 

perikatannya. 

c. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seseorang 

berpiutang ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, 

terhadap siapa siberutang dibebaskan dari perikatannya. 

4. Penjumpaan utang atau kompensasi 

Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada 

yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut 

dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua 

orang tersebut telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan 

perikatannya (Pasal 1425 KUHPerdata) untuk terjadinya kompensasi 
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undang-undang menetapkan berdasarkan Pasal 1427 KUHPerdata, 

yaitu utang tersebut:
70

 

a. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau 

b. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang 

dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang 

yang dapat diganti. 

c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika. 

5. Pencampuran utang 

Pencampuran utang adalah salah satu hapusnya perikatan karena 

kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. 

Pencampuran ini terjadi secara otomatis atau demi hukum. Dalam hal 

ini demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada diantara kedua 

belah pihak tersebut (Pasal 1436 KUHPerdata)
71

 

6. Pembebasan utang 

Pembebasan utang adalah pernyataan dengan tegas si berpiutang atau 

sikreditur bahwa ia tidak menghendaki lagi prestasi dari sidebitur dan 

melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. 

Apabila terjadi pembebasan utang, maka hapuslah hubungan utang 

piutang antara kreditur dan debitur. Pembebasan utang tidak boleh 

dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.
72
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7. Musnahnya barang yang terutang 

Menurut Pasal 1444 KUHPerdata, jika barang tertentu yang menjadi 

objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau 

hilang, maka perikatan hapus. Dengan syarat musnahnya atau 

hilangnya barang itu diluar kesalahan si berpiutang (debitur) dan 

sebelum ia lalai menyerahkannya. Jadi menurut ketentuan tersebut, 

apabila barang yang menjadi musnah di luar kesalahan debitur, maka 

debitur tidak diwajibkan meberikan prestasinya kepada kreditur. 

Namun ketentuan tersebut hanya adil pada perjanjian Cuma-cuma. 

Sedangkan dalam perjanjian timbal balik/ atas beban menurut Pasal 

1445 KUHPerdata, jika barang yang menjadi objek perjanjian 

musnah diluar kesalahan debitur, maka debitur harus tetap melakukan 

prestasi kepada kreditur. Artinya kreditur tetap memberikan hak-hak 

atau tuntutan-tuntutan ganti rugi kepada kreditur.
73

 

8. Batal atau pembatalan  

Batal atau pembatalan yang dimaksud dalam hal ini adalah dapat 

dibatalkan. Sebab apabila perjanjian itu batal demi hukum maka tidak 

ada satu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, sehingga tentu 

saja tidak dapat dihapuskan. Suatu perjanjian dapat dimohonkan 

pembatalan apabila:
74
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a. Tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat dan cakap bertindak 

dalam hukum); 

b. Salah satu pihak melakukan wanprestasi  (tidak memenuhi 

perjanjian); 

c. Karena adanya action pauliana (gugatan untuk membatalkan 

suatu perbuatan debitur yang secara curang dilakukan untuk 

merugikan para krediturnya). 

9. Berlakunya syarat batal 

Berlaku syarat batal maksudnya adalah syarat yang apabila dipenuhi 

akan menghentikan atau mengakhiri perjanjiannya, dan membawa 

segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak 

pernah ada suatu perjanjian. Berlakunya syarat batal ini berkaitan 

dengan adanya perjanjian bersyarat dengan syarat batal, yaitu 

perikatan yang berdasarkanpada peristiwa yang masih akan datang 

dan yang masih belum tentu terjadi secara membatalkan perikatan.
75

 

10. Lewatnya waktu dan verjaring 

Lewat waktu dan daluwarsa adalah suatu supaya untuk memperoleh 

sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya 

suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang. Daluwarsa untuk dibebaskan dari perikatan (atau 
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suatu tuntutan) dinamakan “daluwarsa extintif”. Ketentuan mengenai 

daluwarsa diatur pada Pasal 1967 KUHPerdata.
76

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab 

1. Pengertian Tanggung Jawab  

 Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, 

pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti 

accountability, responsibility, dan liability. Tanggung jawab dalam arti 

accountability biasanya berkaitan dengan kauangan atau pembukuan atau 

yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu accountability dapat 

diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti responsibility 

dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. 

Tanggung jawab dalam arti responsibility juga dapat diartikan sebagai 

kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam 

arti responsibility dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala 

sesuatunya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam 

hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban 

akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tanggung jawab dalam arti liability dapat pula berarti 

menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya 

atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. 
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Tanggung jawab liability dapat diartikan kewajiban membayar ganti 

kerugian yang diderita.
77

 

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab 

 Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat 

penting, dalam kasus-kasus pelanggaran. Diperlukan khati-hatian dalam 

menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh 

tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. 

 Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut:
78

 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan 

 Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability 

atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup aman berlaku 

dalam hukum perdata. Dalam KUHPerdata, khusus nya pasal 1243, 

prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang 

baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika 

ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1243 KUHPerdata, 

yang dikenal sebagai pasal tentang wanprestasi, mengharuskan 

terpenuhinya tiga unsur pokok, yaitu:
79

 

1. Ada perjanjian oleh para pihak; 

2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang 

sudah disepakati; 
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3. Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan 

isi perjanjian. 

 Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. 

Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-

undang,tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan 

dalam masyarakat.
80

 

 Secara common sense,asas tanggung jawab ini dapat diterima 

karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti 

kerigian bagi pihak korban. Mengenai pembagian beban 

pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan  Pasal 163 Herziene 

Indonesische Reglement (HIR) atau Pasal 283 Rechtsreglement 

Buitengewesten (Rbg) dan Pasal 1865 KUHPerdata, dikatakan bahwa 

barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus 

membuktikan adanya hak atau peristiwa ittu (actorie incumbit 

probation). 

  Ketentuan di atas sesuai dengan teori umum dalam hukum acara, 

yaitu asas audi et alterm partem atau asas kedudukan yang sama 

antara semua pihak yang berperkara. Perkara yang perlu diperjelas 

dalam prinsip ini adalah subjek pelaku kesalahan pada Pasal 1243 

KUHPerdata. Dalam doktrin hukum dikenal asas vicarious liability 

dan corporate liability. 
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 Vicarious liability (atau disebut juga responden superior, let the 

answer), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas 

kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/ kaeryawan 

yang berbeda dibawah pengawasannya. Jika karyawan itu 

dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada si 

pemakai karyawan tadi. 

 Corporate liability pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama 

dengan vicarious liability. Pada dasarnya, lembaga (korporasi) yang 

menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab 

terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya.
81

 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab 

 Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung 

jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat 

membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si 

tergugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin 

hukum jual beli  khususnya, dikenal empat variasi:
82

 

a. Konsumen dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia 

dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar 

kekuasaan. 

b. Konsumen dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia 

dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan 

untuk menghindari timbulnya kerigian. 
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c. Konsumen dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia 

dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karna 

kesalahannya. 

d. Konsumen tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan 

oleh kesalahan/ kelalaian produsen atau karena kualitas/mutu 

barang yang dijual tidak baik. 

 Dasar pemikiran dari teori beban pembuktian adalah seseorang 

dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan 

sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga 

tidak bersalah (presumption of innocence) yang lazim dikenal dalam 

hukum.  

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab 

 Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab 

(presumption nonliability principle) hanya dikenal dalam lingkungan 

transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dalam penerapan 

perinsip ini adalah dalam hukum jual beli. Kehilangan atau kerusakan 

pada kendaraan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh produsen 

adalah tanggung jawab dari produsen. Dalam hal ini, konsumen tidak 

dapat di minta pertanggung jawabannya.
83

 

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

 Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan 

dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Strict 
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liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan 

tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-

pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung 

jawab, misalnya keadaan force majeur. Absolute liability adalah 

perinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada 

pengecualiannya. Selain itu, terdapat pandangan yang agak mirip, 

yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya 

hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan 

kesalahannya. Pada strict liability, hubungan itu harus ada, sementara 

pada absolute liability hubungan itu tidak selalu ada. Pada absolute 

liability, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggung jawaban itu 

bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut.
84

 

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

 Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, 

perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual 

memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada 

pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.
85
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2. Unsur Dalam Jual Beli  

 Terdapat dua unsur penting dalam jual beli, yaitu: 

1. Barang/ benda yang diperjual belikan 

 Barang/ benda yang diperjual belikan yaitu bahwa yang 

harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang 

berwujud benda/ zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat 

dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. 

 Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang-

barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek 

persetujuan. KUHPerdata mengenal tiga macam barang dalam 

Pasal 503 sampai Pasal 505 KUHPerdata yaitu:
86

 

a. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh; 

b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tidak bergerak; 

c. Ada barang yang bergerak yang bisa dihabiskan, dan ada yang 

tidak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-

barang yang habis karena dipakai. 

 Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam 

KUHPerdata sebagaimana berikut:
87

 

a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan 

atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdata). 

b. Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan 

pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan 
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yang dinamakan balik nama di muka pegawai kadaster yang 

juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 

KUHPerdata). 

c. Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta 

otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas 

barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdata). 

2. Harga  

 Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam 

bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang 

dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan  oleh para pihak.
88

 

Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban 

utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. 

Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode 

pembayaran sebagai berikut:
89

 

a. Jual Beli Tunai Seketika 

 Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini 

merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim 

dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga 

mobil diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkannya 

mobil sebagai objek jual beli kepada pembeli. 
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b. Jual Beli dengan Cicilan/Kredit 

 Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan 

dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam 

beberapa termin, sementara penyerahan mobil kepada pembeli 

dilakukan sekaligus dimuka, meskipun pada saat itu 

pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, manurut 

hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, 

sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang. 

c. Jual Beli dengan Pemesanan/ Indent 

 Merupakan metode jual beli mobil dimana dalam 

melakukan transaksi jual beli setelah indent atau pemesanan 

(pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua  bela pihak 

akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi 

mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan 

dalam akta pengikatan jual beli. 

3. Kewajiban Penjual  

 Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu: 

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. 

Kewajiaban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan 

yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik 

atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si 

pembeli. 



57 
 

 
 

b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan 

menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.
90

 

  Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada 

pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh 

miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu baban atau tuntutan dari 

suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual 

menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang 

dijualnya meskipun penjual tidak mengatahui ada cacat yang 

tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan 

sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu 

apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat 

oleh pembeli yang normal. 

4. Kewajiban Pembeli 

 Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiba pokok pembeli 

itu ada dua yaitu: menerima barang-barang dan membayar 

harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran 

biasanya ditetapkan dalam perjanjian.
91

 Sedangkan menurut 

Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah pembayaran harga 

pembelia pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan 

menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang 

meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.
92
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D. Tinjauan Umum Tentang Leasing 

1. Pengertian Leasing 

 Leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. 

Kegiatan leasing dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974 berasal 

dari lease yang berarti menyewa.
93

 

 Komar Andasasmita mendefinisikan bahwa leasing adalah 

menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak 

bertitik pangkal dari hubungan tertentu diantara lamanya suatu kontrak 

dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan 

objek kontrak dan disepakati bahwa pihak yang satu (lessor) tanpa 

melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak 

nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya (lessee) sedangkan lesse 

berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati 

barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (juridichie 

eigendom).
94

 

 Leasing adalah suatu perjanjian dimana Lessor menyediakan 

barang (asset) dengan hak penggunaan alih Lesse dengan imbalan 

pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan SK Menteri 

Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa 

guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang 

modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi 

(finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) 
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untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan 

pembayaran secara berkala.
95

 

 Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna 

usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara lessor dan lessee, 

objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak lessee 

memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama. 

2. Dasar Hukum Leasing Menurut Hukum Positif 

 Perundang-undangan tentang leasing di Indonesia belumlah tertera 

dalam Undang-Undang. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dibuat 

antara mereka yang berkepentingan masih menggunakan pedoman 

perjanjian dan sewa-menyewa yang tertera pada KUHPerdata dan diatur 

dalam: 

a. Pasal 1313 KUHPerdata, mengatur tentang perjanjian. 

Bahwa perjanjian suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
96

 Berdasarkan 

pasal diatas, tersimpullah unsur-unsur didalam suatu perjanjian, yaitu: 

1. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang 

2. Ada persetujuan antara antara pihak-pihak tersebut  

3. Ada tujuan yang akan dicapai 

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan  

5. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan  
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6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
97

 

b. Pasal 1548 KUHPerdata mengenai sewa menyawa adalah suatu 

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, 

selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, 

yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya 

itu.
98

 

c. Surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Mentri Prindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia No. Kep/122/MK/IV/2/1974, 

No.32/M/SK/2/74 dan No. 30/Kpb/1/71 Tanggal 7 Februari 1974 

tentang perizinan usaha leasing di Indonesia.
99

 Bahwa leasing 

merupakan setiap kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan 

barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan 

tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai 

dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk untuk membeli 

barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu 

leasingberdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Didalam 

surat keputusan bersama ketiga manteri tersebut yang dapat 

melakukan usaha leasing yaitu: 
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1. Lembaga keuangan yang dimaksud dalam SK Menteri Keuangan 

No. Kep. 38/MK/IV/I/1972. 

2. Badan usaha lain non lembaga keuangan yang bergerak dalam 

bidang leasing, subsidaiary dari suatu lembaga keuangan. 

Perwakilan tunggal (Pasal 1). Syarat-ayarat yang harus di penuhi 

antara lain: 

a. Bagi lembaga perbankan akan diatur berdasarkan undang-

undang pokok perbankan (UU No.14 Tahun 1967). 

b. Bagi lembaga keuangan, selain memenuhi persyaratan yang 

diterapkan dalam SK Menteri Keuangan No. 

Kep.38/MK/IV/I/1972, harus mempunyai tata usaha dan 

pembukuan khusus. 

c. Bagi lembaga usaha non keuangan : 

1. Mendaftarkan perusahaan seperti yang telah ditetapkan 

dalam pasal 5 SK Menteri Keuangan No. 

Kep/649/MK/IV/5/1974.  

2. Bagi perusahaan swasta nasional harus berbentuk 

perseroan terbatas (PT) menurut hukum Indonesia dan 

semua sahamnya dimilikioleh warga Negara Indonesia 

dengan modal disetor pada tahap pertama Rp 50.000.000. 

3. Bagi perusahaan join venture (campuran) harus berbentuk 

perseroan terbatas (PT) menurut hukum Indonesia dengan 
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modal pertama disetor Rp 50.000.000, dengan ketentuan 

mayoritas modal dimiliki oleh warga Negara Indonesia. 

4. Bagi agen tunggal, selain harus memenuhi persyaratan SK 

Menteri keuangan harus merupakan keagenan tunggalnya 

telah memperoleh izin dari departemen perdagangan atau 

perindustrian.
100

 

d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

Kep.649/MK/IV/5/1974/ tanggal 6 Mei 1974, yang mengatur 

mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di 

Indonesia.
101

 Dalam keputusan ini selain selain mengulangi dan 

menegaskan SKB Tersebut diatas juga menetapkan: 

  Pertama, perusahaan leasing harus memenuhi ketentuan-

ketentuan:
102

 

1. Telah mempunyai rekomendasi atau pertimbangan dari 

bank Indonesia bagi kalangan berbankan dan rekomendasi 

dari departemen perdagangan atau perindustrian bagi usaha 

non bank. 

2. Menyampaikan feasibility study dan rencana pembiayaan 

usaha paling sedikit 3 tahun yang akan datang. 

3. Tidak akan menggunakan tenaga warga asing, kecuali atas 

persetujuan Menteri Keuangan. 
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4. Diperkerjakan paling sedikit seorang ahli hukum, akuntan, 

dan seorang ahli dimana leasing dititik beratkan. 

5. Penutupan asuransi dilakukan perusahaan asuransi di 

Indonesia. 

6. Barang-barang yang di leasing, harus diambil dari produksi 

dalam negeri, kecuali dalam negeri belum memproduksi 

barang tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan 

persetujuan Menteri Keuangan. 

7. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas, 

setiap pembukuan kantor-kantor cabang harus dengan 

persetujuan menteri keuangan. 

  Kedua, Perusahaan industry leasing dilarang mengambil 

dana dari masyarakat berbentuk simpanan, giro, deposito, maupun 

tabungan dana atau memberikan kredit jaminan pada pihak ketiga atau 

usaha perbankan lainnya.
103

 

  Ketiga, boleh melakukan kegiatan leasing di Indonesia 

adalah perusahaan leasing yang berkedudukan di Indonesia dan untuk 

perusahaan leasing yang berkedudukan di luar negeri tidak 

diperkenankan.
104

 

  Keempat, pengawasan, pelaksanaan, wewenang di dalam 

surat Keputusan Menteri keuangan ini adalah direktoral Jenderal 
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Monoter dan akan memperhatikan pertimbangan dari Bank Indonesia 

serta departemen yang membawahi bidang kegiatan leasing.
105

 

  Kelima, SK Menteri Keuangan No. Kep 650/MK/5/1974, 

tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan 

dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing.
106

 Perpajakan atau 

yang berkaitan dengan perpajakan yang antara lain isinya: pengerahan 

yang atas jasa yang dilakukan oleh perusahaan leasing tidak termasuk 

utang pajak penjualan, semua perjanjian leasing dikenakan biaya 

materai sesuai peraturan yang berlaku.
107

 

  Keenam, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No.1251/MKM.013/1988 Tanggal 20 Desember 1998 

tentang ketentuan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 

  Ketujuh Keputusan Menteri Keuangan No. 

961/KMK.04/1983 tentang tarif penyusutan digolongkan menjadi 

beberapa golongan antara lain:
108

 

a. Golongan barang bangunan harus disusun 5% dari cos. 

b. Golongan bukan barang bangunan. 

  Kedelapan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

1169/KMK.01/1991 tentang sewa guna usaha. 
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3. Mekanisme Transaksi Leasig 

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan leasing, secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
109

 

a. Lesse bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, 

mengadakan penawaran harga dan menunjuk  supplier peralatan yang 

dimaksud. 

b. Setelah lesse mengisi formulir permohonan lesse, mengirimkan 

kepada lessor disertai dokumen perlengkap. 

c. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk 

memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui 

lesse (lama kontrak pembayaran sewa lease), maka kontrak lease 

dapat ditanda tangani. 

d. Pada saat yang sama, lesse dapat menanda tangani kontrak asuransi 

yang disetujuan lessor, seperti yang tercantum pada kontrak lease. 

Antra lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak 

utama. 

e. Kontrak pembelian peralatan akan ditanda tangani lessor dengan 

supplier peralatan tersebut.
110

 

f. Supplier dapat mengirin peralattan yang di lease ke lokasi  lesse, 

untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, 

supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual. 
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g. Lease menanda tangani tanda terima peralatan dan menyerahkan 

kepada supplier. 

h. Supplier menyerahkan surat tanda terima (yang diterima dari lesse), 

bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. 

i. Lessor membayar harga peralatan yang di lease kepada supplier. 

j. Lesse membayar sewa lease periodic sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang telah ditentukan kontrak lease. 

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Leasing 

 leasing merupakan salah satu sumber dana bagi para pengusaha 

yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu 

dengan membayar sewa. Dengan cara ini pengusaha yang tidak 

mempunyai modal atau modal terbatas, tetapi ingin mempunyai pabrik 

dapat memperolehnya dengan cara leasing. Teknik pembiayaan leasing 

secara garis besar dapatt dibagi dalam dua kategori yaitu:
111

 

a. Finance Lease (Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi) 

  Finance lease merupakan suatu bentuk cara pembiayaan, 

lessor yang mendapatkan hak milik atas barang yang disewakan 

menyerahkan kepada lesse untuk dipakai selama jangka waktu yang 

sama dengan masa kegunaan barang tersebut. 

  Dalam perjanjian kontrak, lesse bersedia untuk melakukan 

serangkaian pembayaran atas penggunaan suatu asset yang menjadi 

objek lesse. Lesse pun berhak memperoleh manfaat ekonomis 
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dengan mempergunakan barang tersebut sedangkan hak miliknya 

pada lessor. Dengan demikian berarti lesse telah menanam modal. 

Dalam perjanjian finance lease ini biasanya tidak dapat dibatalkan 

atau diputuskan ditengah jalan oleh salah satu pihak, kecuali bila 

pihak lesse tidak memenuhi perjanjian atau kontrak. 

  Ciri utama sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu pada 

akhir kontrak, lesse mempunyai hak pilih untuk membeli barang 

modal sesuai dengan nilai sisa (residual value) yang disepakati, atau 

mengembalikannya, memperpanjang masa kontrak sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah disetujui bersama. 

  Teknik finance lease biasanya biasanya disebut juga dengan 

fill pay out leasing yang artinya suatu bentuk pembiayaan dengan 

cara kontrak antara lessor dengan lesse.
112

 

  Pada leasing jenis ini lesse menghubungi lessor untuk 

memilih barang modal yang dibutuhkan, memesan, memeriksa, dan 

memelihara barang modal tersebut. Selama masa sewa, lesse 

membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah 

dengan pembayaran nilai sisa. 

  Dalam praktiknya transaksi finance lease dibagi lagi 

kedalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
113

 

1. Sewa guna usaha langsung (Direct Finance Lease) 
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 Dalam bentuk transaksi ini, lessor membeli barang modal 

dan sekaligus penyewaan kepada lesse. Pembelian tersebut 

dilakukan atas permintaan lesse dan lesse pula menentukan 

spesifikasi barang modal, harga, dan suppliernya. 

2. Jual dan sewa kembali (Sale And Lease Back) 

 Lesse membeli dahulu atas nama sendiri barang modal 

termasuk membayar biaya bea masuk dan impor lainnya. 

Kemudian barang modal tersebut dijual kepada lessor dan 

selanjutnya diserahkan kembali kepada lesse untuk digunakan 

bagi keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak 

sewa guna usaha.
114

 

b. Operating Lease (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi) 

  Ciri utama leasing jenis ini adalah lesse hanya berhak 

menggunakan barang modal selama jangka waktu kontrak kontrak 

tanpa hak opsi setelah masa kontrak berakhir. Pihak lessor hanya 

menyediakanbarang modal untuk disewakan kepada lesse dengan 

harapan setelah kontrak berakhir, lessor memperoleh keuntungan 

dari penjualan barang modal teersebut. 

  Adapun tujuan dari operating lease ini ialah menjual brang 

modal itu apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian lease, 
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sehingga untuk ini deberikan syarat-syarat yang lebih ringan atau 

lunak.
115

 

  Syarat-syarat yang lebih ringan atau lunak ini diantaranya 

berupa harga sewa atau cicilan lebih kecil dibandingkan dengan 

harga sewa dalam finance lease. 

  Dalam operating lease resiko kepemilikan selama jangka 

waktu leasing menjadi tanggung jawab lessor, oleh karena itu pajak 

kekayaan menjadi tanggungan lessor juga. Perjanjian dalam 

operating lease berbeda dengan perjanjian dalam financial lease, 

yang mana dalam bentuk perjanjian operating lease dapat dibatalkan 

sebelum jangka waktu leasing, seperti pihak lesse (penyewa) dapat 

memutuskan perjanjian asal dengan pemberitahuan maksud 

pemutusan hubungan sewa tertulis dalam waktu yang layak. 

Sebagai konsekuensinya lesse harus membayar harga sewa penuh. 

Resiko yang berupa turunnya nilai barang (rusak) yang biasa 

ditanggung oleh pemilik, dapat dimasukan dalam perjanjian untuk 

ditanggung oleh lesse.
116

 

  Diakhir perjanjian leasing, lesse wajib mengembalikan 

barang tersebut pada lessor, kecuali lesse menggunakan hak opsinya 

untuk membeli barang tersebut dengan harga yang riil, yang biasa 

relative jumlahnya atau ada perundingan yang dilakukan untuk 

                                                           
 

115
  Ahmad Anwar, Leasing di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1987), h. 31 

 
116

 Ibid, h. 32 



70 
 

 
 

kontrak lease yang baru dengan lesse yang sama atau juga lessor 

mencari lesse yang baru. 

5. Pihak-Pihak Yang Terlibat 

 Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas 

leasing. Dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. 

Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja 

sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang  

dibuat bersama. 

 Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas 

leasing adalah sebagai berikut:
117

 

a. Lessor; merupakan leasing yang membiayai keinginan para 

nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. 

b. Lesse; merupakan nasabah yang mengajukan permohonan leasing 

kepada lessor memperoleh barang-barang modal yang diperoleh. 

c. Supplier; merupakan pedagang yang menyediakan barang yang 

akan dileasingkan sesuaikan perjanjian antara lessor dengan lesse 

dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. 

d. Asuransi; merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko 

terhadap perjanjian antara lessor dan lesse. Dalam hal ini lesse 

dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka 

perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan 

perjanjian terhadap barang yang akan dileasingkan. 
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e. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen 

uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos 

pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannnya untuk 

membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi 

kesejahteraan masyarakat. 

6. Sanki-Sanksi 

 Seperti jenis pinjaman lainnya, bahwa tidak semua pinjaman 

berjalan mulus atau jalan sesuai prosedur yang ada. Sekalipun sudah 

melalui proses yang benar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor. 

Begitu pula dengan perusahaan leasing jelas tidak semua barang modal 

yang dibiayai akan terlunasi sesuai rencana. Oleh karena itu, perlu ada 

tindakan lebih lanjut bagi lesse yang lalai berupa sanksi-sanksiyang 

telah disepakati.
118

 

a. Berupa teguran lisan supaya segera melunasi. 

b. Jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran 

tetulis. 

c. Dikenakan denda sesuai perjanjian 

d. Penyitaan  barang yang akan dipegang oleh lesse. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem 

leasing di dealer Sartika tertuang dalam peraturan perundang-undangan 

maupun perjanjian jual beli dengan sistem leasing yang dibuat oleh 

pihak lessor dengan pihak lesse. Hak dan Kewajiban antara pihak 

lessor dan pihak lesse adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun 

yang harus diterima oleh pihak lessor dan lesse yang timbul akibat 

perjanjian yang telah dibuat secara sah. 

2. Kendala dalam pelaksanaan jual beli mobil dengan sistem leasing 

antara lessor dengan lesse adalah keterlambatan ataupun penunggakan 

pembayaran angsuran leasing yang dilakukan pihak lesse kepada pihak 

lessor yang menyebabkan kerugian bagi pihak lessor sehingga modal 

dari pihak lessor tertimbun dengan keterlambatan 15 lesse dalam 

melunasi angsurannya. Untuk mengatasi hal ini, Pihak leasing 

memberikan perpanjangan waktu kepada pihak lesse dengan adanya 

denda yang diberika kepada pihak lesse oleh pihak lessor. Namun jika 

sudah lewat tiga bulan berturut-turut pihak lesse tidak melakukan 

kewajibannya dalam pembayaran angsurannya maka pihak lessor akan 

menarik mobil dari tangan lesse. 
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B. Saran 

1. Pihak lessor harus mengambil langkah-langkah intensif untuk 

mencegah terjadinya kerugian akibat adanya resiko untuk timbulnya 

kerugian dalam kegiatan jual beli mobil dengan sistem leasing cukup 

tinggi, seperti terjadinya penunggakan pembayaran angsuran leasing 

secara terus menerus. 

2. Pihak lesse harus melaksanakan tanggung jawab tersebut sepenuhnya 

yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam 

pelaksanaan tanggung jawabnya mengganti kerugian yang timbul atas 

penunggakan ataupun keterlambatan pembayaran. 
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Lampiran 1. Transkip Pertanyaan Wawancara 

 Instansi  : Dealer Sartika Kabupaten Asahan, Sumatra Utara 

 Wawancara  : Pimpinan Dealer Sartika 

 Waktu Pelaksanaan :  2 Oktober dan 21 Desember 2019 

No Pertanyaan 

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan leasing di dealer Sartika? 

2. Apa sajakah jaminan untuk dapat melakukan leasing? 

3. Apa tujuan konsumen melakukan leasing? 

4. Bagaimana peran dealer Sartika dalam perjanjian leasing ini? 

 

Transkip Pertanyaan Wawancara 

 Instansi  : Dealer Sartika Kabupaten Asahan, Sumatra Utara 

 Wawancara  : Pimpinan Leasing 

 Waktu Pelaksanaan : 22 Desember 2019 

No Pertanyaan 

1. Apa sajakah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang dalam 

perjanjian leasing (pihak lessor, lesse dan supplier)? 

2. Seperti apakah tanggung jawab yang harus di penuhi oleh pihak lesse? 

3. Apa sajakah penyebab masalah sengketa dalam perjanjian jual beli mobil 

dengan dengan sistem leasing? 

4. Apakah setelah pihak lesse mendapatkan dana leasing dari pihak lessor, 

pihak lesse masih terikat hubungan perjanjian dengan pihak dealer Sartika? 

 



Transkip Pertanyaan Wawancara 

 Instansi  : Pihak konsumen yang melakukan Wanprestasi 

 Waktu Pelaksanaan :  22-26 Desember 2019 

No Pertanyaan 

1. Apa sajakah hak lessor yang paling bapak takuti? 

2. Mengapa objek pembiayaan leasing ditarik oleh pihak lessor dari tangan 

bapak? 

3. Seperti apakah sanksi yang diberikan oleh pihak lessor kepada bapak karna 

telah melakukan penunggakan pembayaran leasing? 

4. Setelah bapak melakukan penuggakan pembayaran leasing. Apakah dari 

pihak leasing memberikan toleransi perpanjangan waktu pembayaran? 

5. Menurut bapak apa bedanya leasing yang bergabung di dealer Sartika 

dengan leasing yang tidak bergabung dengan dealer Sartika? 

6. Apakah bapak pernah sengaja memang tidak mau membayar angsuran 

leasing secara berturut-turut? 

7. Apa sajakah kendala bapak dalam melakukan pembayaran angsuran 

leasing? 
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